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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa 
pengadaan tanah dari tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk 
pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dimungkinkan untuk 
dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pihak 
yang berhak. Ganti kerugian tersebut dapat berupa tanah pengganti, 
pemilikan saham, pemukiman kembali dan bentuk-bentuk lain yang 
disepakati kedua belah pihak. Terkait dengan adanya pemberian ganti 
kerugian terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan demi 
kepentingan umum maka dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2012 ini dijelaskan tentang pihak-pihak yang berhak 
menerima ganti kerugian. Dalam penjelasan tersebut salah satu pihak-
pihak yang berhak dalam mendapat ganti kerugian akibat dari pengadaan 
tanah adalah masyarakat hukum adat. Jadi, tanah milik masyarakat 
hukum adat seperti tanah ulayat dapat digunakan untuk pembangunan 
demi kepentingan umum.  
B. SARAN 
1. Bagi Badan Pertanahan Nasional selaku panitia pengadaan tanah, 
sebaiknya dalam menyetujui pengadaan tanah yang dilakukan oleh 
instansi-instansi yang ingin mengadaan tanah, terutama tanah dari 




seperti  fungsi kulturalnya sehingga masyarakat hukum adat tetap 
dapat melakukan budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka. 
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat undang-undang 
untuk memperbaharui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan umum 
terkait dengan kriteria kegiatan kepentingan umum dan 
mempertimbangkan kembali apakah jenis kegiatan itu sudah dapat 
dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas agar masyarakat 
merasakan bahwa adanya keadilan bagi mereka. Terkait dengan 
pengadaan tanah dari tanah ulayat untuk pelaksanaan pembangunan 
demi kepentingan umum, dalam pembuatan undang-undang yang 
baru sebaiknya lebih melindungi fungsi sosial, fungsi kultural dan 
fungsi spiritual dari tanah ulayat tersebut, jadi tidak hanya 
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Yegyakarta, 19 Oktober 2017
Kepada yth. :
1. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil
DIY









Oari Wakil Oekan I Fakultas HukumUniversitasAtma Jaya Yogyakarta
Nomor 0847N
Tanggal 17 Oktober 2017
Perihal Izin Riset
Setelahmempelajari surat permohonan dan. proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan risetlpenelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"PENGADAAN TANAH ·DARI TANAH ULAYAT






Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta
- Badan Pertanahan Nasional RI Kanwil DIY
- Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Waktu Penelitian 19 Oktober 2017 s.d 30 April 2018
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait _dapat_
memberikan bantuan I fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku· di wilayah
riseVpenelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan risetlpenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riseUpenelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil risetlpenelitian k~ada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4, Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kati dengan menunjukkan
surat rekomeridasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hat'i ~~erja sebelum ,berakhimya
surat rekomendasi ini.
Rekomendasi' Ijin RisetlPenelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas. .
,
Tembusan disampaikan Kepada Yth :




KANTOR PERTANAHAN KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JL. KUSUMANEGARA NO. 161, TELP. (0274) 565587 FAX. (0274)'540871 YOGYAKARTA Email: kot-yogyakarta@bpn.goJd
SURATKETERANGAN
Nomor: t~~~ /34.71-1001XI12017





: EMIA LISA BR BANGUN
: 130511228
: Fakultas Hokum
: Universitas Atma JayaYogyakarta
Telah melaksanakan penelitian di lingkunganKantor Pertanahan Kota Yogyakarta
berjudul "PENGADAAN TANAH DARI T~NAH ULAYAT MASYARAKAT
ADAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DEMI KEPENTINGAN
UMUM".
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.
y ogya)glrta,- ~9,~ November 2017
a.n. Kepa1a~Kanlor'P, ;";0 , an Kota Yogyakarta
Kepala'Sub B'agi \Tata USaha,
  
SURA'f KETERANGAN TELAI·I MELAKUKAN WAWANCARA






: Emia Lisa,Br B'ang-un
: 130511228
: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
: Ilmu Hukum
: Hukum
Meneran.g'kan bahwa te'lah me1a'ksanakanwawancara· untuk memperoleh data skrj.psi saya yang
berjudul Pengadaan Tanah dari Tanah Ulayat untuk Pelaksanaan Pembangt.man demi




: Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H.,LLM.
: Dosen Fakultas HukumUniversitas G'adjah Mada YogY3karta
: Departemen Hukum Adat
Wawancara tersebut dilaksanakan pada han Jumat, 3 November 2017 di Ruangan Departemen
Hukum Adat pada Pllkul 13.30 WIB. Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-
benamya sebagai bukti telah melakukEm wawancara.
Yogyakarta
Deselnber 2017
itha' ~i~v~_ Utatna, S'-I-I., LLM.)
  
SURAT KETEI{ANGAN TE[~AI-IMELAKUKAN WAWANeAltA






: Enlia Lisa Br Bangun
: 130511228
: Universitas Atnla Jaya Yogyakarta
: Ilmu Huku.n
: HukUl11
Meneran,gkan bahwa teJah Inelaksanakan \va\vancara untuk menlperoleh data .skripsi saya yang
berjudul Pengadaan Tanah dan Tanah Ulayat untuk Pelaksanaan Pembangunan demi




: Rafael Edy Bosco, S.H.,MIL.
: Dosen~Fakultas Hukutll Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
: Departemen Hukum Agraria
Wawancara tersebut dilaksanakan padahari Juinat, 17 November 2017 di Ruangan Departemen
Hukum Agraria pada pukul 11.00 WIS. De.n'ikian surat keterangan ini saya buat dengan
sebenar-benamya sebagai bukti telah 111elakukan wawancara.
Yogyakarta
Desemb~r2017.
osco, S.H., MIL.)
